SALINAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG PERANGKAT PEMBACA DAN PENULIS
SERTA PERANGKAT PEMBACA KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk meningkatkan pelayanan administrasi
kependudukan terhadap pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan, perlu penyesuaian ketentuan mengenai
tingkat komponen dalam negeri;

bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun
2020 tentang Perangkat Pembaca dan Penulis serta
Perangkat Pembaca Kartu Tanda Penduduk Elektronik
perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan
peraturan perundang-undangan, sehingga perlu
dilakukan perubahan;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2020
tentang Perangkat Pembaca dan Penulis serta Perangkat
Pembaca Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5475);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 39
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6994);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6354);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 63);

Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang
Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019
tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data
Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1611) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan
Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 862);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2020
tentang Perangkat Pembaca dan Penulis serta Perangkat
Pembaca Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1776);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 tahun 2022
tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 1433);
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG PERANGKAT PEMBACA
DAN PENULIS SERTA PERANGKAT PEMBACA KARTU TANDA
PENDUDUK ELEKTRONIK.

Pasal I
Ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76
Tahun 2020 tentang Perangkat Pembaca dan Penulis serta
Perangkat Pembaca Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1776), diubah
sebagai berikut:

Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah dan ayat (2) Pasal 14
dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14
(1) Selain memenuhi persyaratan teknis, Card Encoder
dan/atau Card Reader wajib memenuhi tingkat
komponen dalam negeri sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai tingkat
komponen dalam negeri.
(2) Dihapus.

Pasal 11
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2025

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 275

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,
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R. Gani Muhamad, SH., MAP.
Pembina Utama madya (IV/d)
NIP. 19690818 199603 1 001




